
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHUN 2008 

TENTANG 

KEMENTERIAN NEGARA  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 
menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri 
negara yang membidangi urusan tertentu di bidang 
pemerintahan; 

b. bahwa setiap menteri memimpin kementerian 
negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu 
dalam pemerintahan guna  mencapai tujuan negara 
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 
kementerian negara diatur dalam undang-undang; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf a, huruf b, dan huruf c 
perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Kementerian Negara; 

Mengingat : Pasal 4,  Pasal  17, Pasal 20, dan Pasal 21   Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. 
 

BAB I . . . 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut 
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.  

2. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri 
adalah pembantu Presiden yang memimpin 
Kementerian. 

3. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan 
sebagaimana dimaksud  dalam ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Pembentukan Kementerian adalah pembentukan 
Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah 
Presiden mengucapkan sumpah/janji. 

5. Pengubahan Kementerian adalah pengubahan 
nomenklatur Kementerian dengan cara 
menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti 
nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk. 

6. Pembubaran Kementerian adalah menghapus 
Kementerian yang sudah terbentuk. 

 
 
 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

 
Pasal 2 

 
Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik 
Indonesia. 
 
 

Pasal 3 
 

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden. 
 

Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 

Urusan Pemerintahan 
 

Pasal 4 
 

(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan. 

(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. urusan pemerintahan yang nomenklatur 
Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya 
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 

c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, 
koordinasi, dan sinkronisasi program 
pemerintah.  

 
Pasal 5 

 
(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2)   huruf a meliputi urusan 
luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. 

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2)   huruf b meliputi urusan 
agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi 
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, 
sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, 
pertambangan, energi, pekerjaan umum, 
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, 
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, 
kelautan, dan perikanan. 

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan 
perencanaan pembangunan nasional, aparatur 
negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik 
negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan 
hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, 
pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, 
perumahan, dan pembangunan kawasan atau 
daerah tertinggal. 

 Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 
 
Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk 
dalam satu Kementerian tersendiri. 

 
 

BAB III 

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 

Bagian Kesatu 

Tugas  
 

Pasal 7 
 

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

 
 

Bagian Kedua 

Fungsi 
 

Pasal 8 
 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang 

melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 
kebijakan di bidangnya;  

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 
menjadi tanggung jawabnya;  

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di 
bidangnya; dan   

d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai 
ke daerah.  

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang 
melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:   

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 
kebijakan di bidangnya;  

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 
menjadi tanggung jawabnya;  

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di 
bidangnya;   

d. pelaksanaan . . . 
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d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi 
atas pelaksanaan urusan Kementerian di 
daerah; dan 

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala 
nasional. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang 
melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kebijakan di 

bidangnya;  
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan di bidangnya;  
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 

menjadi tanggung jawabnya; dan  
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di 

bidangnya.  
 
 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 9 
 
(1) Susunan organisasi Kementerian yang menangani 

urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) terdiri atas unsur: 
a. pemimpin, yaitu Menteri;  

b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; 

c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat 
jenderal;  

d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; 

e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan 

f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau 
perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Susunan organisasi Kementerian yang 
melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur: 
a. pemimpin, yaitu Menteri; 
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat  jenderal; 
c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; 
d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan 
e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat. 

(3) Kementerian . . .  


